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GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan
Peraturan  Gubernur tentang Penjabaran  Anggran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan¢
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Menetapkan :

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2018
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 6279);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9
Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 012);

Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar
Harga satuan Regional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda: %
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10.

11.

12.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik
fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang
bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada
Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan
mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang
merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari
pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.

Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang

wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah >
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13,

yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan
perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah
pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum
Daerah Milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh

bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah,

Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.
6.283.641.817.542,- yang bersumber dari :

a.
b.

Pendapatan Asli Daerah di rencanakan sebesar
Pendapatan Transfer

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pasal 4

Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.033.518.433.142,- yang terdiri :

a. Pajak Daerah sebagaiamana di maksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 1.533.442.229.906, -

b. Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 205.774.614.333,

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar Rp.
94.348.316.130, -

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 199.953.272.773, - 4,(4
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp. 4.182.128.447.000,- yang terdiri dari
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 67.994.937.400,- yang terdiri dari

pendapatan hibah dari pemerintah pusat.

Pasal 5

Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
direncanakan sebesar Rp. 1.533.442.229.906, - yang terdiri atas:

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ;

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ;

d. Pajak Air Permukaan

e. Pajak Rokok

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b
direncanakan sebesar Rp. 205.774.614.333, - yang terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum

b. Retribusi Jasa Usaha

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana
dimaksud Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 94.348.316.130, - yang
terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden)
atas Pemerintah Pusat.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada
Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 199.953.272.773, - yang terdiri
atas:

a. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan ;

o

Hasil Pemanfaatan BMD yang dipisahkan ;

Jasa Giro ;

a0

Pendapatan Bunga ;

o

Penerimaan atas tuntutan Ganti kerugian Keuangan Daerah ;

h

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan ;

g. Pendapatan denda pajak daerah ; 'y
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h. Pendapatan dari pengembalian ;

i. Pendapatan BLUD.
Pasal 6

Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 518.351.697.754, -;
Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.
393.864.456.000,- ;

Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.
274.459.952.701,- ;

Anggaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;

Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf
e direncanakan sebesar Rp. 345.766.123.451,- .

Pasal 7

Anggaran Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp.
2.000.000.000,- ;

Anggaran Hasil Pemanfaatan BMD yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.594.600.000,- ;
Anggaran Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c
direncanakan sebesar Rp. 22.500.000.000,- ;

Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4)
huruf d direncanakan sebesar Rp. 23.028.733.000,- ;

Anggaran Penerimaan atas tuntutan Ganti kerugian keuangan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e direncanakan
sebesar Rp. 3.200.000.000,- ;

Anggaran Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f direncanakan sebesar
Rp. 1.007.000.000,- ; ¢



Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (4) huruf g direncanakan sebesar Rp. 9.247.939.773,- ;

Anggaran Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (4) huruf h direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,- ;

Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4)
huruf i direncanakan sebesar Rp. 124.125.000.000,- .

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar

Rp. 7.584.929.735.729,- yang terdiri atas:

a.
b.

P

(1)

(2)

Belanja Operasional;
Belanja Modal;
Belanja Tidak Terduga; dan

Belanja Transfer

Pasal 9

Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf

a direncanakan sebesar Rp. 5.013.582.925.198,- yang terdiri atas:

a.

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 1.561.997.607.953, - ;

Belanja Barang Dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 1.551.161.659.889, - ;

Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp. 39.307.557.170, -;

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp. 1.808.722.980.430, - ;

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

direncanakan sebesar Rp 52.393.119.756, -;

Pasal 10

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.561.997.607.953-, yang terdiri atas: ¢
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(1)

a. Gaji dan Tunjangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 huruf a
direncanakan sebeesar Rp. 950.396.254.347, - ;

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dalam Pasal 10 huruf
b direncanakan sebesar Rp. 262.864.652.086,- ;

c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya
ASN sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan
sebesar Rp. 279.290.182.122,-;

d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dalam Pasal 10 huruf d
direncanakan sebesar Rp. 56.892.416.865,-;

e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/ WKDH sebagaimana dalam Pasal 10
huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.244.076.687, ;

f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH
sebagaimana dalam Pasal 10 huruf f direncanakan sebesar Rp.
2.743.288.846,-;

g. Belanja Pegawai BOS sebagaimana dalam Pasal 10 huruf g
direncanakan sebesar Rp. 1.201.530.000,-;

h. Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dalam Pasal 10 huruf h
direncanakan sebesar Rp. 7.365.207.000,- .

Pasal 11

Anggaran Gaji Dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 950.396.254.347-, yang terdiri atas:

a. Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 730.892.593.129, -;

b. Gaji Tunjangan Keluargan ANS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 65.058.480.364 -;

c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 11.116.638.081,-;

d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.550.723.027 ,-;

e. Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp. 45.433.588.460,-;

f. Belanja Tunjangan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp. 1.631.872.277,-; %
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